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MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN KAIDAH TEKNIS
PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal
105, dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung, perlu mengatur keselamatan dan
kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, dan kaidah teknis panas bumi untuk
pemanfaatan tidak langsung, penyelenggaraan usaha

penunjang panas bumi, dan pembinaan pengawasan
terhadap pelaksanaan penugasan survei pendahuluan
atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;

Peraturan yang dicabut atau digantikan :

1. PERMEN Pertambangan dan Energi Nomor

02.P/20/M.PE/1990 Tentang Keselamatan Kerja Pada
Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi

2. PERMEN Pertambangan dan Energi Nomor
06P/0746/M.PE[1991 Tentang Pemeriksaan
Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik
Yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

LATAR BELAKANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 105 dan Pasal 117 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

TUJUAN

. Menciptakan metode dan proses kerja

yang aman, andal, dan ramah lingkungan

. Memberikan jaminan keselamatan

personil, keselamatan umum,
keselamatan instalasi dan peralatan, dan
keselamatan lingkungan kerja

. Memberikan arahan pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan panas bumi

. Menjaga/melestarikan, meningkatkan,
dan/atau memperbaiki/mengembalikan
fungsi Lingkungan Panas Bumi

. Mewujudkan pembangunan
berkelanjutan

. Meningkatkan efisiensi, produktifitas
kerja, dan hasil produksi.

ofif

MANFAAT =2

1. Penyederhanaan perizinan di bidang Panas Bumi
dengan menghapus:

Surat Keterangan Terdaftar (SKT),

Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP),
Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI),
Welding Procedure Spesification (WPS),
Procedure Qualification Record (PQR), dan
Sertifikat Juru Las

2. Memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi:

Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB dan Perusahaan Usaha
Penunjang Panas Bumi dalam penerapan K3LL dan Keteknikan
Panas Bumi

BLU atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Panas
Bumi dengan tetap mengaplikasikan penerapan K3LL dan
Keteknikan Panas Bumi dalam peran sebagai usaha penunjang
atau pengembang lapangan Panas Bumi;

Kementerian ESDM c.q. Ditjen EBTKE sebagai Pemerintah
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan
K3LL dan Keteknikan Panas Bumi oleh Pelaksana PSPE atau
Pemegang IPB, Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi dan
BLU serta Instansi Pemerintah lainnya.

2. Melindungi hak dan kewajiban:

Pelaksana Kegiatan Panas Bumi dalam Penerapan K3LL dan
Keteknikan Panas Bumi

Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan di bidang K3LL
dan Keteknikan Panas Bumi
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* wajib dilaksanakan oleh pelaksana PSPE atau pemegang IPB

* pelaksana PSPE atau pemegang IPB wajib memiliki KTPB

Penerapan K3 dan Keteknikan
Panas Bumi*

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup*

Penyelenggaraan Usaha
Penunjang Panas Bumi

Pembinaan dan pengawasan
Penerapan K3 dan Keteknikan
Panas Bumi, Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan, dan penyelenggaraan
Usaha Penunjang Panas Bumi.

KERANGKA PENGATURAN DEE

Ketentuan Umum
Kepala Teknik Panas Bumi

K3 dan Keteknikan Panas Bumi

Penerapan K3 dan Keteknikan Panas
Bumi

Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan

Penyelenggaraan Usaha Penunjang
Panas Bumi

Pembinaan dan Pengawasan

Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan
Peralihan, Ketentuan Penutup




BAB

OUTLINE

BAGIAN

Kesatu

Kedua
Ketiga
Keempat

Kelima

Keenam

Kesatu

Kedua

Ketiga

PARAGRAF

TENTANG / DESKRIPSI

KETENTUAN UMUM

KEPALA TEKNIK PANAS BUMI

Kepemilikan Kepala Teknik Panas Bumi
Kedudukan, Tugas, Tanggung Jawab, dan
Kewenangan Kepala Teknik Panas Bumi
Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil
Kepala Teknik Panas Bumi

Pendelegasian Kewenangan, Tugas, dan
Tanggung Jawab Kepala Teknik Panas Bumi

Sistem Penanganan Keadaan Darurat

Komite K3LL Panas Bumi

K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI
Kebijakan K3 dan Keteknikan Panas Bumi

Divisi K3 Panas Bumi

Administrasi Pengelolaan K3 dan Keteknikan
Panas Bumi

Umum

Sistem Manajemen K3 dan Keteknikan Panas
Bumi

Sistem Pembinaan dan Pengawasan K3 dan

Keteknikan Panas Bumi
Prosedur Memasuki dan Meninggalkan

Tempat Kerja di WPSPE atau Wilayah Kerja
Rapat K3 dan Keteknikan Panas Bumi
(Safety Meeting)

Laporan K3 dan Keteknikan Panas Bumi
Pemilikan Buku Panas Bumi dan Buku Daftar
Kecelakaan Panas Bumi

Sanksi Administratif

PASAL

Pasal1-4
Pasal5-13
Pasal5 -6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10 — 12

Pasal 13

Pasal 14 - 60
Pasal 14 — 15
Pasal 16 — 18

Pasal 19 - 26
Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25 - 26

Pasal 27

LAMPIRAN

Lamp. 1

Lamp. 2

Lamp. 3

Lamp. 4

BAB

PARAG
BAGIAN
RAF
Keempat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kelima
Keenam
1
2
3
4
Ketujuh
Ke-
delapan
Ke-
sembilan
Kesatu

TENTANG / DESKRIPSI

Jaminan Keselamatan Pegawai, Keselamatan
Umum, Keselamatan Instalasi dan Peralatan dan
Keselamatan Lingkungan Kerja

Umum

Kompetensi Kerja

Peningkatan Kompetensi di Bidang K3 dan

Keteknikan Panas Bumi
Peralatan dan Fasilitas K3 dan Keteknikan Panas

Bumi

Instalasi dan Peralatan serta Teknik yang
Dipergunakan

Jaminan Keselamatan pada Tempat dan Fasilitas
Kerja

Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan
Inspeksi dan/atau Audit

Kebersihan Lingkungan Kerja

Sanksi Administratif

Metode dan Proses Kerja Yang Aman, Andal, dan
Ramah Lingkungan

Sistem Penanganan Kejadian Berbahaya dan/atau
Kecelakaan

Umum

Pencegahan Terjadinya Kejadian Berbahaya dan/atau

Kecelakaan

Penanganan dan Perbaikan Terjadinya Kejadian
Berbahaya dan/atau Kecelakaan

Sanksi Administratif

Pengelolaan Kesehatan Kerja
Kaidah Keteknikan Panas Bumi
Pemenuhan Standardisasi

PENERAPAN K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI

Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada
Kegiatan Survei Pendahuluan

PASAL

Pasal 28 — 43
Pasal 28
Pasal 29

Pasal 30
Pasal 31-37
Pasal 38

Pasal 39

Pasal 39
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43

Pasal 44 — 48

Pasal 49 - 52
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53 - 56
Pasal 57 - 58
Pasal 59 — 60
Pasal 61 - 68

Pasal 61

LAMPIRAN

Lamp. 5

Lamp. 6

Lamp. 7

Lamp. 8



BAB

Vi

Vil

PARA
RAF

BAGIAN
Kedua
Ketiga
Keempat

Kelima

Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

Kesatu
Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Kesatu
Kedua

Ketiga

TENTANG / DESKRIPSI

Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada
Kegiatan Konstruksi

Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada
Kegiatan Pengeboran Sumur Panas Bumi
Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada
Kegiatan Uji Alir Fluida Sumur Panas Bumi
Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada
Kegiatan Operasi Produksi Panas Bumi

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN

Umum

Pencegahan

Penanggulangan

Pemulihan Fungsi Lingkungan
Pasca Kegiatan Panas Bumi
dan Format

Sistematika Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Sanksi Administratif
PENYELENGGARAAN
PANAS BUMI

Umum

USAHA PENUNJANG

Klarisikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Panas Bumi
Klasifikasi Usaha Jasa Panas Bumi
Kualifikasi Usaha Jasa Panas Bumi

Terdaftar Perusahaan Usaha

Penunjang Panas Bumi

Keterangan

Hak dan Kewajiban Perusahaan Usaha
Penunjang Panas Bumi

Sanksi Administratif

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Umum

Perumusan dan/atau Penetapan Rumusan
Kebijakan, Pengaturan, Pengurusan,
Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan
Bimbingan Teknis atau Sosialisasi

PASAL

Pasal 62
Pasal 63 - 65
Pasal 66 — 67
Pasal 68

Pasal 69 — 100

Pasal 69 — 77
Pasal 78 — 89
Pasal 90 - 92
Pasal 93

Pasal 94 - 99

Pasal 100

Pasal 101
Pasal 102 - 110

Pasal 102
Pasal 103 — 104
Pasal 103
Pasal 104

Pasal 105 — 107

Pasal 108 - 109

Pasal 110
Pasal 109 - 157
Pasal 111 - 113

Pasal 114

Pasal 115 — 117

LAMPIRAN BAB

Lamp. 9

Lamp. 10

&1
Lamp. 12
& 13

Lamp. 14

Lamp.15

Lamp. 16

Lamp. 17,
18,19, 20
& 21

Lamp. 22

Vill

BAGIAN

Keempat

Kelima
Keenam

Ketujuh
Kedelapan
Kesembilan

Kesepuluh

Kesebelas

Keduabelas
Ketigabelas

Keempat-
belas
Kelimabelas
Keenam-
belas

Ketujuh-
belas

PARA
GRAF

TENTANG / DESKRIPSI

Penegakan Ketentuan Peraturan, Standar,
Manual, Tata Cara, Prosedur, Petunjuk Teknis,
dan/atau Petunjuk Pelaksanaan

Klarifikasi, Verifikasi, Evaluasi, dan Validasi

Pengangkatan atau Pemberhentian KTPB

Penetapan Keterangan Terdaftar

Fasilitas dan Konsultasi

Rekomendasi

Penyelesaian Tanggung Jawab Pelaksanaan
Pasca Kegiatan Panas Bumi

Penunjukan Pihak Ketiga

Daftar Hitam

Inspeksi

Inspeksi Penerapan K3 dan Keteknikan Panas
Bumi

Inspeksi Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan

Audit

Audit Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi
dan Audit Lingkungan Panas Bumi

Audit Penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas
Bumi

Pemeriksaan Keselamatan Kerja

Evaluasi,

Koordinasi, dan/atau Supervisi Uji

Kompetensi Kerja Bidang Panas Bumi
Investigasi Panas Bumi

Pengusulan Penyidikan
Statistik ~ Kecelakaan,
dan/atau Lingkungan Panas Bumi
Penghargaan Kinerja Penerapan
Keteknikan
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
KETENTUAN LAIN-LAIN

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

Kejadian  Berbahaya,

K3 dan

Panas Bumi dan Pengendalian

PASAL

Pasal 118

Pasal 119
Pasal 120 — 121

Pasal 122 — 125
Pasal 126 — 127
Pasal 128

Pasal 129

Pasal 130 — 131
Pasal 132 — 234
Pasal 135

Pasal 136 — 141

Pasal 142
Pasal 143

Pasal 144

Pasal 145
Pasal 146 — 149

Pasal 150

Pasal 151 — 154
Pasal 155

Pasal 156

Pasal 157

Pasal 158 - 161
Pasal 162 — 163
Pasal 164 - 165

LAMPIRAN

Lam. 23,
24 & 25
Lamp. 26

Lamp.27,
28 & 29

Lamp. 30

Lamp. 31

Lamp. 32



PERBANDINGAN PENGATURAN SEBELUM DAN SETELAH PERMEN ESDM 33/2021

PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN K3 DAN

NO. KETEKNIKAN PANAS BUMI SERTA PENGENDALIAN PENGATURAN SEBELUMNYA PENGATURAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 33 TAHUN 2021
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
1. KEPALA TEKNIK PANAS BUMI Belum ada peraturan yang mengatur Diatur secara spesifik sebagai kelengkapan organisasi lapangan pengembang panas bumi
secara spesifik. Ada saat ini peraturan
Kedudukan, Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan di dalah
Al la Teknik Panas Bumi yang clacuacaa
€pa PERDIRJEN EBTKE NOMOR 404
Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Kepala Teknik Panas K/30/DJE/2015 TENTANG
B | gumi PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK
ATAU WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS
Pendelegasian Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab BUMI
C A A
Kepala Teknik Panas Bumi
D | Sistem Penanganan Keadaan Darurat
E | Komite K3LL Panas Bumi
2. K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI
Belum ada peraturan yang mengatur 1. Pengaturan pemilikan Kebijakan K3LL dan Keteknikan Paans Bumi oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang
A | Kebijakan K3 dan Keteknikan Panas Bumi IPB
2. Pengaturan pemilikan peraturan internal yang berkaitan dengan K3LL dan Keteknikan Panas Bumi
Belum ada peraturan yang mengatur 1. Pengaturan pembentukan divisi K3LL Panas Bumi
B | Divisi K3 P Bumni 2. Jumlah minimal personil divisi K3LL Panas Bumi
VIsIR3 Fanas Bumi 3. Persyaratan pegawai yang berada dalam divisi K3LL Panas Bumi
4. Kedudukan, tugas, dan kewenganan divisi K3LL Panas Bumi
C | Administrasi Pengelolaan K3 dan Keteknikan Panas Bumi

Sistem Manajemen K3 dan Keteknikan Panas Bumi

Belum ada peraturan yang mengatur

Pengaturan pemilikan Sistem Manajemen K3LL Panas Bumi oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar
internasional

Sistem Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Keteknikan Panas
Bumi

Belum ada peraturan yang mengatur

1. Pengaturan pemilikan sistem penyelenggaraan proses seleksi, pemilihan, atau penunjukkan Perusahaan
Usaha Penunjang Panas Bumi berdasarkan pemenuhan aspek K3LL dan Keteknikan Panas Bumi

2. Pengaturan pemilikan sistem pembinaan dan pengawasan K3LL dan Keteknikan Panas Bumi kepada
Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi yang melaksanakan pekerjaan di Wilayah PSPE atau Wilayah
Kerja

Prosedur Memasuki dan Meninggalkan Tempat Kerja di
WPSPE atau Wilayah Kerja

Belum ada peraturan yang mengatur

1. Pengaturan pemilikan dan penerapan prosedur memasuki tempat kerja di Wilayah PSPE atau Wilayah
Kerja oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB

2. Pengaturan pemilikan dan penerapan prosedur meninggalkan tempat kerja di Wilayah PSPE atau Wilayah
Kerja oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB




PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN K3 DAN

NO. KETEKNIKAN PANAS BUMI SERTA PENGENDALIAN PENGATURAN SEBELUMNYA PENGATURAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 33 TAHUN 2021
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
Belum ada peraturan yang mengatur 1. Pengaturan pelaksanaan rapat K3LL dan Keteknikan Panas Bumi rutin bagi Pelaksana PSPE atau
. . . Pemegang IPB oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang |PB
Rapat K3 dan Keteknikan Panas Bumi|(Safety Meeting) 2. Pengagturagn pelaksanaan rapat K3LL dan Ke’;gekn%kan Panas Bumi pada waktu tertentu oleh
Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
Belum ada peraturan yang mengatur 1. Pengaturan penyampaian laporan triwulan oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
2. Pengaturan penyampaian laporan semester oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
Laporan K3 dan Keteknikan Panas Bumi 3. Pengaturan penyampaian laporan tahunan oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
4. Pengaturan penyampaian laporan insidentil oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
5. Pengaturan penyampaian laporan waktu tertentu oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
Mengacu kepada Keputusan Menteri 1. Pengaturan pemilikan dan pengisian Buku Panas Bumi oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
Pertambangan dan Energi Nomor 2. Pengaturan pemilikan dan pengisian Buku Daftar Kecelakaan Panas Bumi oleh Pelaksana PSPE
555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan atau Pemegang IPB.
Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, namun
Pemilikan Buku Panas Bumi dan Buku Daftar Kecelakaan | peraturan ini telah dihapus dan diganti dengan
Panas Bumi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang
Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan
Batubara, yang berlaku hanya untuk sektor Mineral
dan Batubara
Jaminan Keselamatan Pegawai, Keselamatan Umum,
D [ Keselamatan Instalasi dan Peralatan dan Keselamatan
Lingkungan Kerja
Belum ada peraturan yang mengatur 1. Pengaturan pemilikan pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan jenis
Kompetensi Kerja pekerjaannya oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang |PB
2. Bidang pekerjaan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja

Pengembangan Kompetensi di
Keteknikan Panas Bumi

Bidang K3 dan

Belum ada peraturan yang mengatur

Pengaturan pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai di bidang K3LL dan Keteknikan
Panas Bumi secara berkala oleh Pelaksana PSPE atau Pemegaang IPB

Peralatan serta Fasilitas K3 dan Keteknikan Panas Bumi

Belum ada peraturan yang mengatur

Pengaturan pemilikn peralatan dan fasilitas K3LL dan Keteknikan Panas Bumi oleh Pelaksana PSPE
atau Pemegang IPB yang paling sedikit meliputi pemilikan:

oVih W

Alat pelindung diri

Rambu-rambu K3LL dan Keteknikan Panas Bumi

Peralatan lingkungan

Peralatan penanggulangan bahaya gas hidrogen sulfida (H2S) atau gas beracun lainnya
Peralatan penanggulangan bahaya kebakaran

Peralatan dan fasilitas keamanan




NO.

PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN K3 DAN
KETEKNIKAN PANAS BUMI SERTA PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN

PENGATURAN SEBELUMNYA

PENGATURAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 33
TAHUN 2021

Instalasi dan Peralatan serta Teknik yang Dipergunakan

1. Mengacu kepada:

a.  Peraturan Menteri ESDM Nomor 06.P/0746/M.PE[1991
tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi,
Peralatan, dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan
Sumber Daya Panas Bumi

b.  Peraturan Direktur Jenderal EBTKE Nomor 387 K/30/ DJE/
2012 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Keselamatan
Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik Yang
Dipergunakan Dalam Pengusahaan Panas Bumi

2. Pemberianjaminan keselamatan pada instalasi, peralatan, dan
teknik yang dipergunakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal
EBTKE melalui penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan
(SKPP), Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI),
Welding Procedure Specification and Procedure Qualification
Record, dan Sertifikat Juru Las

1. Menghapus mekanisme pemberian jaminan keselamatan pada instalasi,
peralatan, dan teknik yang dipergunakan dilakukan oleh Direktorat
Jenderal EBTKE melalui penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan
(SKPP), Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Welding
Procedure Specification and Procedure Qualification Record, dan Sertifikat
Juru Las

2. Menetapkan mekanisme pemberian jaminan keselamatan pada instalasi,
peralatan, dan teknik yang dipergunakan oleh KTPB atau Perusahaan
Inspeksi melalui penerbitan Pengesahaan Laik Fungsi (PLF) .

Jaminan Keselamatan pada Tempat dan Fasilitas Kerja

Belum ada peraturan yang mengatur

Pengaturan pemenuhan jaminan keselamatan pada tempat dan fasilitas kerja
oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB di Wilayah PSPE atau Wilayah Kerja

Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan

Belum ada peraturan yang mengatur

Pengaturan pemilikan dan penerapan sistem manajemen pengamanan
perusahaan oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB diantaranya meliputi:

1. Penyediaan standar sistem manajemen pengamanan

Penyediaan satpam

Penyediaan struktur organisasi satpam

Penyediaan legalistas kompetensi satpam, seragam dan atribuat satpam,
dan registrasi dan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi satpam
Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi satpam

Penyediaan kelengkapan anggota perorangan satpam yang melekat
Penyediaan kantor kerja atau pos bagi satpam

Penyediaan pedoman pokok pelaksanaan kegiatan pengamanan
Penyediaan pedoman rencana kerja dan anggaran biaya untuk pelaksanaan
kegiatan pengamanan

P W B

© PN v

Inspeksi dan/atau Audit

Belum ada peraturan yang mengatur

Pengaturan pelaksanaan inspeksi dan/atau audit oleh Pelaksana PSPE atau
Pemegang IPB di Wilayah PSPE atau Wilayah Kerja yang meliputi:

1. Pelaksanaan inspeksi dan/atau audit rutin

2. Pelaksanaan inspeksi dan/atau audit sewaktu-waktu




PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN K3 DAN

NO. KETEKNIKAN PANAS BUMI SERTA PENGENDALIAN PENGATURAN SEBELUMNYA PENGATURAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 33 TAHUN 2021
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
Belum ada peraturan yang mengatur Pengaturan pelaksanaan pengelolaan kebersihan lingkungan kerja oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
di Wilayah PSPE atau Wilayah Kerja, yang diantaranya meliputi pengaturan:
Kebersihan Lingkungan Kerja a. Penyediaan petugas kebersihan dalam jurrjnlah yang memadai ‘ . ‘
b. Penyediaan peralatan kebersihan dan fasilitas pendukungnya dalam jumlah yang memadai dan layak pakai
c. Pemilikan dan pelaksanaan rencana kerja untuk pengelolaan kebersihan lingkungan kerja
d. Penciptaan lingkungan kerja yang bersih, aman, sehat, dan ramah lingkungan
Belum ada peraturan yang mengatur a. Pengaturan pelaksanaan pembuatan prosedur kerja untuk seluruh pekerjaan di Wilayah PSPE atau Wilayah
Kerja oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang |PB
£ Metode dan Proses Kerja Yang Aman, Andal, dan Ramah b. Pengaturan penerapan pembuatan analisa pekerjaan dari aspek K3LL dan Keteknikan Panas Bumi sebelum
Lingkungan memulai pekerjaan oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB di Wilayah PSPE atau Wilayah Kerja
c. Pengaturan penerapan pemilikan Izin sebelum melakukan pekerjaan oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang
IPB di Wilayah PSPE atau Wilayah Kerja
. Sistem Penanganan Kejadian Berbahaya dan/atau
Kecelakaan
Pencegahan Terjadinya Kejadian Berbahaya dan/atau Mengacu kepada Keputusan Menteri | 1. Pengaturan pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya Kejadian Berbahaya dan/atau
Kecelakaan Pertambangan dan Energi Nomor Kecelakaan oleh Pelaksanaan PSPE atau Pemegang IPB di Wilayah PSPE atau Wilayah Kerja , diantaranya
555.K/26/M.PE/1995 tentang meliputi pengaturan:
Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. pelaksanaan identifikasi potensi bahaya dan risiko
Pertambangan Umum, namun b. Penetapan dan pelaksanaan tindakan pencegahan dan pengendalian
peraturan ini telah dihapus dan diganti | 2. Pengaturan pelaksanaan upaya penanggulangan dan perbaikan atas terjadinya kejadian berbahaya
dengan Peraturan Menteri ESDM dan/atau kecelakaan di Wilayah PSPE atau Wilayah Kerja , diantaranya meliputi pengaturan:
Nomor 26 Tahun 2018 tentang a. Pemberian pertolongan pertama pada korban
. . . Pelaksanaan Kaidah Pertambangan b. Penyampaian laporan pemberitahuan terjadinya Kejadian Berbahaya dan/atau Kecelakaan
AR, D o PR Ll E I LSRR e Yang Baik  dan Pengawa%an (& TindyakarF: penga?nanainKP dan barang b{]kti o ’ /
dan/atau Kecelakaan Pertambangan Mineral dan Batubara, d. Tindakan pengamanan pengumpulan dan pencatatan data, informasi, dan/atau dokumentasi
yang berlaku hanya untuk sektor e. Tindakan pengamanan saksi langsung dan saksi tidak langsung
Mineral dan Batubara f. Investigasi internal
g. Penyampaian laporan terjadinya kejadian berbahaya dan/atau kecelakaan di Wilayah PSPE atau Wilayah
Kerja kepada Kepala Inspektur
h. Pemberian sanksi
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait jika diperlukan
Belum ada peraturan yang mengatur Pengaturan pengelolaan kesehatan kerja oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB di Wilayah PSPE atau
Wilayah Kerja yang diantaranya meliputi pengaturan:
G | Pengelolaan Kesehatan Kerja 12 iIZenyedl:aan ruangan medis dan fasilitas medis lainnya
. Penyediaan dokter dan paramedis
3. Penyediaan obat-obatan dan peralatan medis
4. Penyediaan prosedur rujukan penggunaan fasiltas puskesmas atau rumah sakit




PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN K3 DAN

NO. KETEKNIKAN PANAS BUMI SERTA PENGENDALIAN PENGATURAN SEBELUMNYA PENGATURAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 33 TAHUN 2021
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
. . . Belum ada peraturan yang mengatur Pengaturan penerapan kaidah keteknikan Panas Bumi oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB di
H | Kaidah Keteknikan Panas Bumi Wilayah PSPE atau Wilayah Kerja
Belum ada peraturan yang mengatur Pengaturan pemenuhan standardisasi oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB di Wilayah PSPE atau
Wilayah Kerja yang diantaranya meliputi pengaturan:
I | Pemenuhan Standardisasi 1. Pemenuhan standar pada prosedur kerja
2. Pemenuhan standar pada peralatan kerja
3. Pemernuhan standar pada pekerja.
3 PENERAPAN K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI
A Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada Kegiatan | Belum ada peraturan yang mengatur Pengaturan penerapan K3LL dan Keteknikan Panas Bumi pada kegiatan survei pendahuluan oleh
Survei Pendahuluan Pelaksana PSPE atau Pemegang |IPB
B Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada Kegiatan | Belum ada peraturan yang mengatur Pengaturan penerapan K3LL dan Keteknikan Panas Bumi pada kegiatan konstruksi oleh Pelaksana PSPE
Konstruksi atau Pemegang IPB
C Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada Kegiatan | Belum ada peraturan yang mengatur Pengaturan penerapan K3LL dan Keteknikan Panas Bumi pada kegiatan pengeboran sumur Panas Bumii
Pengeboran Sumur Panas Bumi oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
D Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada Kegiatan | Belum ada peraturan yang mengatur Pengaturan penerapan K3LL dan Keteknikan Panas Bumi pada kegiatan uji alir fluida sumur Panas Bumi
Uji Alir Fluida Sumur Panas Bumi oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
E Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi pada Kegiatan | Belum ada peraturan yang mengatur Pengaturan penerapan K3LL dan Keteknikan Panas Bumi pada kegiatan operasi produksi sumur Panas
Operasi Produksi Panas Bumi Bumi oleh Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB
4 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN
Alp h Berdasarkan peraturan KLHK (Dokumen Terdapat spesifik jenis kegiatan sebagai sumber dampak dan dampak potensial yang digunakan sebagai
enceganan Lingkungan) bahan analisis
B | Penanggulangan Belum ada peraturan yang mengatur Investigasi & tindaklanjut dan komitmen pelaksanaan
C | Pemulihan Fungsi Lingkungan Belum ada peraturan yang mengatur
D | Pasca Kegiatan Panas Bumi Belum ada peraturan yang mengatur Setelah berakhirnya sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau kegiatan pengusahaan Panas Bumi
Tata Cara, Sistematika, dan Format Penyusunan dan Berdasarkan peraturan KLHK (Pelaksanaan Meliputi pelaporan terkait kondisi subsurface dalam rangka konservasi sumberdaya
E | Penyampaian Laporan Pengendalian Pencemaran Dokumen Lingkungan)
dan/atau Kerusakan Lingkungan
5 PENYELENGGARAAN USAHA PENUNJANG PANAS BUMI Mengacu PP 7 Tahun 2017 Diatur spesifik sebagai peraturan turunan dari PP 7 Tahun 2017
A | Klarifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Panas Bumi

Klasifikasi Usaha Jasa Panas Bumi




NO.

PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI SERTA
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN

PENGATURAN SEBELUMNYA

PENGATURAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 33
TAHUN 2021

Kualifikasi Usaha Jasa Panas Bumi

Keterangan Terdaftar Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi

Hak dan Kewajiban Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Mengacu PP 7 Tahun 2017

Diatur spesifik sebagai peraturan turunan dari PP 7 Tahun 2017

Perumusan dan/atau Penetapan Rumusan Kebijakan, Pengaturan, Pengurusan,
Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan

Bimbingan Teknis atau Sosialisasi

Penegakan Ketentuan Peraturan, Standar, Manual, Tata Cara, Prosedur, Petunjuk
Teknis, dan/atau Petunjuk Pelaksanaan

Klarifikasi, Verifikasi, Evaluasi, dan Validasi

Pengangkatan atau Pemberhentian KTPB

Penetapan Keterangan Terdaftar

Fasilitas dan Konsultasi

Tl |m|TO| N

Rekomendasi

Inspeksi Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi

Inspeksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Audit Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi dan Audit Lingkungan Panas Bumi

Audit Penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi

Pemeriksaan Keselamatan Kerja

Koordinasi, Evaluasi, dan/atau Supervisi Uji Kompetensi Kerja Bidang Panas Bumi

Investigasi Panas Bumi

Pengusulan Penyidikan

Mengacu PP 7 Tahun 2017

Diatur spesifik sebagai peraturan turunan dari PP 7 Tahun 2017

Statistik Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan/atau Lingkungan Panas Bumi

m |o|lwlolz|Z2|l~|x]|-

Penghargaan Kinerja Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi dan Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

(V]

Penyelesaian Tanggungjawab Pelaksanaan Pasca Kegiatan Panas Bumi

Penunjukan Pihak Ketiga

Daftar Hitam




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN KAIDAH TEKNIS

\ PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG /

BAB II
KEPALA TEKNIK PANAS BUMI

Pasal 4:

Dalam pelaksanaan penerapan K3 dan
Keteknikan Panas Bumi... dan
Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan... pelaksana PSPE
atau pemegang IPB berkewajiban memiliki
KTPB

2
B

KTPB

Betanggung jawab kepada

Kedudukan

Kepala Inspektur

pelaksana PSPE atau pemegang IPB

berkedudukan sebagai pemegang jabatan dan kewenangan
tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pada WPSPE
atau Wilayah Kerja yang menjadi tanggungjawabnya

Tugas

Memimpin pelaksanaan

1.
2.

K3 dan Keteknikan Panas Bumi; dan
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan.

Kewenangan*

a.

b.

melakukan pengangkatan dan pemberhentian
wakil KTPB;

melakukan pendelegasian tugas dan tanggung
jawab;

menerapkan sistem penanganan keadaan
darurat;

membentuk Komite K3LL Panas Bumi;
mengeluarkan pelaku pelanggaran penerapan
K3 dan Keteknikan Panas Bumi dan/atau
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan dari WPSPE atau Wilayah Kerja
yang menjadi tanggungjawabnya;

melarang pelaku pelanggaran penerapan K3
dan Keteknikan Panas Bumi dan/atau

g.

h.

* KTPB dapat mengangkat dan
memberhentikan wakil KTPB

* Kewenangan KTPB

huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan
huruf h dapat dilaksanakan oleh
penerima tugas dan tanggung jawab

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan bekerja di WPSPE atau Wilayah
Kerja yang menjadi tanggungjawabnya
menghentikan sementara waktu sebagian atau
seluruh kegiatan apabila dinilai dapat
membahayakan keselamatan Pegawai,
keselamatan umum, keselamatan instalasi dan
peralatan, dan/atau Lingkungan; dan
memberikan rekomendasi kepada pemegang
PSPE atau pemegang IPB untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap pelaku
pelanggaran penerapan K3 dan Keteknikan
Panas Bumi dan/atau Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan



PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK PANAS BUMI

ALUR PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK &

WAKIL KEPALA TEKNIK PANAS BUMI

(Sebelumnya)

o | 2
—
e
- =
Mengajukan Surat Permohonan Evalusi Persyaratan
kepada Direktur Panas Bumi Administrasi dan
tentang Pengusulan Calon Teknis oleh Tim
KTPB/WKTPB Disertai Evaluasi Dit. Panas
Persyaratan Administrasi & Teknis Bumi

U

M.

Persetujuan Berita Acara
Pengangkatan Hasil Pengujian
KTPB/WKTPB

*) Jangka waktu pengangkatan KTPB & Wakil KTPB paling
lama 14 hari kerja sejak persyaratan administrasi dan teknis

dinyatakan lengkap dan benar oleh Tim Evaluasi Dit. Panas
Bumi

<

J. .

Pembuatan Surat
Pemberitahuan untuk
Pengujian Calon KTPB/

WKTPB kepada Badan
Usaha dan Tim Penguji

/lr .
~

Pembuatan Surat

Pemberitahuan untuk
Pengujian Calon KTPB/
WKTPB kepada Badan
Usaha dan Tim Penguji

ALUR PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK PANAS BUMI
(Berdasarkan PERMEN ESDM NO 33/2021)

1l . % [ 2 =t e Calon KTPB ybs,
o== lon KTPB dapat kembali
== caion . diajukan maksimal e
. penggantl Zka“ ) P
o} Tidak Lulus dgn
I h -’ 4 keterangan**
Kepala Inspektur
Pelaksana PSPE / P P [ ] ‘ J
Pemegang IPB melakukan -
gang q Evalusi dengan - >~ Disctuiui* r—
menyampaikan mengacu pada J Lulus **
ermohonan . l 0000 =
P Lait Lampiran XXIII: - ~J
pengangkatan Tata cara evaluasi .
KTPB kepada terhadap Ditolak dgn Pelaksanaan m
Kepala Inspektur permohonan keterangan*  Uji Calon KTPB ) APPROV
dengan memenuhi ii‘;%a”gkatan calon sesuai dengan w
Lampiran | : . Lampiran IV:
Format permohonan o= Tata cara Kepala
Pengangkatan Calon o= pelaksanaan uiji Inspektur
E;’lza?gr;;ersyaratan o=_ calon KTPB mengangkat
KTPB sesuai
dengan
Perbaikan sesuai keterangan; atau #a;npira” XXV
Mengajukan calon KTPB pengganti Zna Z?'lrakatan
yang sesuai persyaratan ETPE &

*) Persetujuan atau penolakan, dalam jangka waktu paling lama 7 hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

**) Pernyataan Lulus / Tidak Lulus, dalam jangka waktu paling lama 7
hari kerja sejak pelaksanaan uji



ORGANISASI MANAJEMEN K3LL PANAS BUMI

PELAKSANA PSPE/ KEPALA INSPEKTUR
PEMEGANGIPB ~ ~~~~ 777 PANAS BUMI
|
|
| ___________ |
KTPB
4 2l
MANAGER MANAGER \ KOMITE
K3 & LINGKUNGAN K3LL
TIM TANGGAP 3 LAINNYA
DARURAT |
SAFETY ENVIRO
\ ENGINEER ENGINEER ENGINEER /




Sistem Penanganan Keadaan Darurat & Komite K3LL

Tim Tanggap Darurat

Ketua Tim

Tanggap Darurat > Anggota Tim

(KTPB) Tanggap Darurat
adalah Pegawai
Badan Usaha
dan/atau Perusahaan
Usaha Penunjangf
Panas Bumi yang
memiliki kompetensi
atau keahlian dalam
pelaksanaan
penanganan keadaan
darurat)

Anggota Anggota Anggota

Penerapan sistem penanganan darurat Keadaan Darurat terdiri atas

pembentukan tim tanggap darurat;

1. a. Kejadian Berbahaya kategori berat;
2. penetapan prosedur tanggap darurat; b. Kecelakaan kategori cedera berat;
3. penyediaan sistem komunikasi; c. Kecelakaan kategori meninggal dunia;
4. penyediaan sarana, prasarana, dan d. Pencemaran Lingkungan Hidup;
fasilitas penunjang untuk pelaksanaan dan/atau
penanganan keadaan darurat; e. Kerusakan Lingkungan Hidup

r

peningkatan kompetensi; dan
6. pelaksanaan pertemuan secara berkala
dengan tim tanggap darurat..

Komite K3LL

Ketua Komite K3LL
(KTPB) » Sekretaris dijabat oleh Pegawai
yang memiliki kedudukan satu

tingkat di bawah KTPB dalam
struktur organisasi lapangan

Sekretaris

[ [ | » Anggota dijabat oleh Pegawai

perwakilan dari setiap divisi yang
Anggota Anggota Anggota berada di bawah KTPB serta
dapat melibatkan Perusahaan
Usaha Penunjang Panas
Tugas Fungsi:
memberikan saran dan a. melakukan inspeksiinternal dan/atau audit

internal secara rutin atau sewaktu-sewaktu
terhadap pelaksanaan penerapan K3 dan

K3 dan Keteknikan Panas Keteknikan Panas Bumi dan Pengendalian

Bumi dan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
Pencemaran dan/atau dan

Kerusakan Lingkungan. b. melakukan evaluasi terhadap kebijakan,
peraturan, sistem, dan hal lainnya yang berkaitan
dengan penerapan K3 dan Keteknikan Panas
Bumi dan Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan.

pertimbangan mengenai
masalah dalam penerapan




K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN KAIDAH TEKNIS

PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG /

\_

BAB III
K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI

BAB IV
PENERAPAN K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI

n o

Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi

pemilikan kebijakan K3 dan Keteknikan Panas Bumij
pemilikan Divisi K3 Panas Bumi;

penyelenggaraan administrasi pengelolaan K3 dan
Keteknikan Panas Bumij

pemenuhan jaminan keselamatan Pegawai, keselamatan
umum, keselamatan instalasi dan peralatan, dan
keselamatan lingkungan kerja;

pemenuhan metode dan proses kerja yang aman, andal,
dan ramah lingkungan;

penerapan sistem penanganan Kejadian Berbahaya
dan/atau Kecelakaan;

pengelolaan kesehatan kerja;

pelaksanaan kaidah keteknikan Panas Bumi; dan
pemenuhan standardisasi.

U KEBIJAKAN K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI

visi, misi, tujuan, dan sasaran
penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi di WPSPE atau
Wilayah Kerja

komitmen pelaksana PSPE atau pemegang I1PB

a. melaksanakan penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi
melalui KTPB di WPSPE atau Wilayah Kerja

b. mendukung KTPB dalam memimpin penerapan K3 dan
Keteknikan Panas Bumi di WPSPE atau Wilayah Kerja

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui KTPB
terhadap penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi yang
dilakukan oleh Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi

pernyataan kewajiban

bagi Pegawai, Perusahaan Usaha Penunjang, dan tamu untuk
menaati kebijakan K3 dan Keteknikan Panas Bumi selama
berada di WPSPE atau Wilayah Kerja

Dilaksanakan pada kegiatan:
Survei Pendahuluan

konstruksi

Pengeboran Sumur Panas Bumi
Uji Alir Fluida Sumur Panas Bumi
operasi produksi Panas Bumi

viaw o

N
)

“Kebijakan K3 dan Keteknikan Panas Bumi
dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditetapkan
oleh pelaksana PSPE atau pemegang IPB”

Pelaksanaan Kebijakan K3 dan Keteknikan Panas
Bumi dipimpin oleh KTPB



DIVISI K3

Tugas

. membantu tugas KTPB; —

. pemberian masukan dari aspek K3

Panas Bumi pada saat perumusan berkedudukan di bawah
peraturan K3 Panas Bumi dan prosedur KTPB dalam struktur
kerija; organisasi lapangan

. penyusunan dan pelaksanaan rencana

kerja yang berkaitan dengan K3 Panas || [o) ||
Bumi; (o} .Y Ko

. pengawasan te.rhadap pgkerjaan di OO L 9 Kepala Divisi
WPSPE atau Wilayah Kerja yang — o .
berkaitan dengan K3 Panas Bumi; dan Kepala Divisi K3 Panas Bumi

. penyusunan laporan yang berkaitan dijabat oleh Pegawai yang
dengan K3 Panas Bumi. memiliki kedudukan satu

tingkat di bawah pimpinan
Kewenangan —

tertinggi di struktur
organisasi lapangan
. melaksanakan pembinaan K3 dan Keteknikan
Panas Bumi kepada Pegawai, Perusahaan

Usaha Penunjang Panas Bumi, dan/atau tamu Personil

(visitor); ' _ _ ) Divisi K3 Panas Bumi terdiri atas:
. melakukan inspeksi terhadap pekerjaan di a. 1 (satu) orang Pegawai sebagai

WPSPE atau Wilayah K.erja yang berkaljcan kepala Divisi K3 Panas Bumi; dan
dengan K3 dan Keteknikan Panas Bumi; b. paling sedikit 3 (tiga) orang
. menghentikan sebagian atau seluruh Pegawai sebagai staf Divisi K3
pekerjaan apabila didapati adanya pelanggaran Panas Bumi
Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi; dan
. mengusulkan kepada KTPB untuk melakukan
pengenaan sanksi kepada setiap pelaku
pelanggaran Penerapan K3 dan Keteknikan
Panas Bumi di WPSPE atau Wilayah Kerja.

Kedudukan
Divisi K3 Panas Bumi

ADMINISTRASI PENGELOLAAN K3 DAN KETEKNIKAN

—— Sistem Manajemen K3 Panas Bumi

Sistem pembinaan dan pengawasan K3
dan Keteknikan Panas Bumi

Ezs Prosedur memasuki dan meninggalkan
-v=-- tempat kerja di WPSPE atau Wilayah Kerja

Rapat K3 dan Keteknikan Panas Bumi
(safety meeting)

Laporan K3 dan Keteknikan Panas Bumi

Buku Panas Bumi dan Buku Daftar
Kecelakaan Panas Bumi




Sistem Pembinaan dan Pengawasan K3
dan Keteknikan Panas Bumi

Tata laksana penyelenggaraan yang berdasarkan

pemenuhan aspek K3 dan Keteknikan Panas Bumi

* Proses Seleksi,
e Pemilihan, atau

e Penunjukan Perusahaan Usaha Penunjang
Panas BUmi

Tata laksana pembinaan dan pengawasan K3 dan

Keteknikan Panas Bumi

1. penyelarasan kebijakan, peraturan, sistem
manajemen, serta rencana kerja dan anggaran
biaya yang berkaitan dengan K3 dan
Keteknikan Panas Bumi antara pelaksana PSPE
atau pemegang IPB dengan Perusahaan Usaha
Penunjang Panas Bumi;

2. pemberian supervisi atau bimbingan teknis;

3. pelaksanaan bersama untuk identifikasi bahaya
dan risiko serta perumusan tindakan
pengendalian;

4. Inspeksi secara rutin dan sewaktu-waktu;

pemberian penghargaan atau apresiasi; dan

6. pengenaan sanksi atau pemutusan hubungan
kerja.

¥

Dalam memberikan supervisi atau bimbingan
teknis yang berkaitan dengan K3 dan Keteknikan
Panas Bumi, pelaksana PSPE atau pemegang IPB
melalui KTPB dapat mengikutsertakan Kepala
Inspektur

Prosedur Memasuki dan Meninggalkan
Tempat Kerja di WPSPE atau Wilayah Kerja

Prosedur memasuki tempat kerja

1. proses pemeriksaan dan pencatatan oleh
petugas keamanan atau orang yang diberikan
kewenangan oleh KTPB

2. telah memperoleh izin dari KTPB atau orang yang
diberikan kewenangan oleh KTPB;

3. telah mendapatkan induksi K3 dan Keteknikan
Panas Bumi oleh personil Divisi K3 Panas Bumi

4. dilengkapi APD

Prosedur meninggalkan tempat kerja

a. telah memperoleh izin dari KTPB atau orang yang
diberikan kewenangan oleh KTPB

b. proses pemeriksaan dan pencatatan oleh
petugas keamanan atau orang yang diberikan
kewenangan oleh KTPB

Laporan K3 dan Keteknikan Panas Bumi

Pelaksana PSPE atau pemegang IPB wajib menyusun
laporan K3 dan Keteknikan Panas Bumi yang terdiri
dari:

1. laporan triwulan;

2. laporan tahunan;

3. laporan insidentil; dan

4. laporan waktu tertentu.

Wajib disampaikan oleh pelaksana PSPE atau
pemegang IPB melalui KTPB kepada Kepala
Inspektur. Tata cara dan format laporan tercantum
dalam Lampiran IV

Rapat K3 dan Keteknikan Panas Bumi
(Safety Meeting)

> Rapat K3 dan Keteknikan Panas Bumi (safety meeting)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu

Dalam hal diperlukan, rapat dapat dilakukan sewaktu-

waktu dengan pertimbangan:

1. adanya hasil inspeksi dan/atau audit yang
dilaksanakan secara internal atau eksternal;

2. terjadinya peristiwa di WPSPE atau Wilayah Kerja
yang dianggap dapat membahayakan keselamatan
Pegawai, keselamatan umum, keselamatan instalasi
dan peralatan, atau lingkungan; dan/atau

3. adanya peristiwa Kejadian Berbahaya atau
Kecelakaan yang terjadi di:

a.  WPSPE atau Wilayah Kerja lain; atau

b.  wilayah kegiatan usaha lainnya yang berpotensi
terjadi pada WPSPE atau Wilayah Kerja yang
sedang dilakukan Kegiatan Panas Bumi.

Buku Panas Bumi & Buku Daftar
Kecelakaan Panas Bumi

» Buku Panas Bumi adalah buku catatan yang memuat larangan,

perintah, dan petunjuk kepala inspektur yang wajib dilaksanakan oleh
kepala teknik Panas Bumi, wakil kepala teknik Panas Bumi, atau orang
yang mendapatkan pendelegasian dari kepala teknik Panas Bumi.

» Buku Daftar Kecelakaan Panas Bumi adalah buku catatan yang

memuat catatan detail mengenai Kecelakaan yang terjadi di WPSPE
atau Wilayah Kerja.

» Pelaksana PSPE atau pemegang IPB wajib memiliki Buku Panas Bumi

dan Buku Daftar Kecelakaan Panas Bumi

» Buku Panas Bumi dan Buku Daftar Kecelakaan Panas Bumi disimpan di

ruang kerja KTPB pada WPSPE atau Wilayah Kerja.



JAMINAN KESELAMATAN PEGAWAI, KESELAMATAN UMUM, KESELAMATAN
INSTALASI DAN PERALATAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN KERJA

e

Pelaksana PSPE atau pemegang IPB wajib melaksanakan pemenuhan jaminan keselamatan _&_
paling sedikit melalui: )
1
pendayagunaan Pegawai yang memiliki kompetensi kerja sesuai
dengan jenis pekerjaannya )
> peningkatan kompetensi Pegawai di bidang K3 dan Keteknikan Panas
Bumi secara berkala 3)
» penggunaan peralatan dan fasilitas K3 dan Keteknikan Panas Bumi
" yang memenuhi standar nasional Indonesia atau standar internasional
o= 4)
%’;"‘" > penggunaan instalasi dan peralatan yang laik fungsi serta teknik yang
| f‘ dipergunakan telah lulus uiji 5)
, benggunaan tempat dan fasilitas kerja yang memenuhi jaminan
keselamatan 6)
» penerapan sistem manajemen pengamanan perusahaan 7)
» pelaksanaan inspeksi dan/atau audit 8)
9)
» pengelolaan kebersihan lingkungan kerja

Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan

Pelaksana PSPE atau Pemegan IPB wajib menggunakan
instalasi dan peralatan yang laik fungsi serta teknik yang
dipergunakan telah lulus uji;

Penggunaan instalasi dan peralatan berupa pemilikan
persetujuan laik fungsi terhadap setiap instalasi, peralatan
dan teknik yang dipergunakan dalam kegiatan panas bumij
Persetujuan laik fungsi meliputi tahapan:

a. Penelaahan desain;

b. Inspeksi Teknis; dan
c. Penerbitan persetujuan laik fungsi.

Penelaahan desain merupakan evaluasi secara sistematis dan
independen dari suatu rancangan desain instalasi dan
peralatan pada kegiatan panas bumi;

Pelaksanaan Inspeksi Teknis dilakukan bersamaan dengan
Pemeriksaan Keselamatan Kerja yang dilaksanakan oleh
Kepala Inspektur;

Pemeriksaan Keselamatan Kerja dilaksanakan berdasarkan
permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Pelaksana
PSPE atau Pemegang IPB kepada Kepala Inspektur;
Penerbitan persetujuan laik fungsi dilakukan berdasarkan:

a. Hasil Inspeksi Teknis

b. Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kerja
Dalam hal diperlukan, laporan akhir Inspeksi Teknis memuat
hasil penelaahan desain;

Penelaahan desain, Inspeksi Teknis dan Penerbitan
persetujuan laik fungsi dilaksanakan sesuai dengan pedoman
penggunaan instalasi dan peralatan yang laik fungsi serta
teknik yang dipergunakan telah lulus uiji.



ALUR PROSES PEMENUHAN JAMINAN KESELAMATAN PADA
INSTALASI, PERALATAN, DAN TEKNIK YANG DIPERGUNAKAN

Sebelumnya

Permohonan penyaksian

pemeriksaan keselamatan kerja Direktur
KTPB > Panas |
Bumi/
KAIP
Penunjukan PJIT untuk
melakukan pemeriksaan Perencanaan
keselamatan kerja pemeriksaan —

keselamatan

> PJIT Kori Pemeriksaan
ena keselamatan kerja
oleh KTPB dan PJIT
disaksikan oleh
Pelaksana Inspeksi
. * Laporan Hasil Tidak Panas Bumi
Penerbitan . ada
SKPP/SKPI/Teknik e
e Permohonan temuan .
yang . Berita
Divergunakan Penerbitan — A
pe gl-J axa SKPP/SKPI/ cara
oleh Direktur |
Teknik yang

Panas Bumi/KAIP Di K
Ipergunakan Ada temuan

Temuan
ditindaklanjuti

Tindak Lanjut
Temuan

kepada KAIP

Ket.

KTPB: Kepala Teknik Panas Bumi

PJIT: Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis

KAIP: Kepala Inspektur Panas Bumi (jabatan ex officio Direktur Panas Bumi)

Berdasarkan PERMEN ESDM NO 33/2021

Penelaahan .
Pemegang : Pemeriksaan
IPB atau DLER KIPB | Keselamatan KTPB dan)
— atau —
Pelaksana I . | Kerja dan atau PI
PSPE I LE 1 Inspeksi e KAIP
1 I Teknis
e I
) * Hasil Inspeksi
Persetujuan Laporan Hasil Tidak ada Tz

Laik Fungsi Inspeksi Teknis ~ temuan o Bepita Aesrs
oleh KTPB dan Pemeriksaan Pemeriksaan
atau Pl Keselamatan Kerja Keselamatan
4 Kerja
Ket. I _!
Penelaahan Desain hanya Ada
untuk peralatan dan instalasi aEn
yang:
* baru dan bukan produksi Temuan ditindaklanjuti Tindak
masal Lanjut

dan dilaporkan kepada KAIP

¢ modifikasi Temuan

¢ tidak memiliki data
enjiniring

Ket.

*Dalam pelaksanaan Penelaahan Desain, Pemegang IPB/Pelaksana PSPE dapat
menunjuk LE jika KTPB tidak dapat melakukan Inspeksi Teknis

**Dalam pelaksanaan Inspeksi Teknis , Pemegang IPB/Pelaksana PSPE dapat
menunjuk Pl jika KTPB tidak dapat melakukan Inspeksi Teknis

LE: Lembaga Enjiniring

Pl: Pelaksana Inspeksi (semula disebut PJIT)

1. Instalasi, terdiri atas:

a.

b.

Instalasi
Pengeboran;
Instalasi
Penyemenan;
Instalasi
Pengeboran Dengan
Udara (Air Drilling);
dan

Instalasi Lapangan
Fluida Panas Bumi
(Fluid Collecting and
reinjection System).

2. Peralatan, terdiri atas:

a.

poo T

bl

g.
h.

Pesawat Angkat;
Bejana Tekan;
Katup Pengaman;
Tangki Bahan Bakar;
Peralatan Pipa
Penyalur;

Peralatan Putar;
Peralatan Listrik;
dan

Peralatan Ukur.

3. Teknik yang
dipergunakan, terdiri
atas:

a.

Spesifikasi prosedur
las (welding
procedure
specification);
rekaman kualifikasi
prosedur (Procedure
Quualification
Record); dan
Sertifikat Kualifikasi
Juru Las.



PENANGANAN DAN PERBAIKAN TERJADINYA KEJADIAN
BERBAHAYA DAN/ATAU KECELAKAAN

Kejadian Berbahaya adalah suatu kejadian yang berpotensi membahayakan jiwa
pekerja, menyebabkan kecelakaan Panas Bumi, Pencemaran Lingkungan Hidup,
dan/atau menghalangi kegiatan operasi Panas Bumi yang terjadi di Wilayah PSPE
atau Wilayah Kerja

Kecelakaan dapat digolongkan menjadi Kecelakaan Panas Bumi apabila

berdasarkan hasil investigasi terbukti memenuhi 5 (lima) unsur, meliputi:

1. benar-benar terjadi;

2.  mengakibatkan cedera Pegawai atau orang yang diberi izin oleh KTPB;

3.  akibat Kegiatan Panas Bumi;

4 terjadi pada jam kerja Pegawai yang mendapat cedera atau setiap orang
yang diberi izin oleh KTPB; dan

5.  terjadi di dalam WPSPE atau Wilayah Kerija.

Kategori Kecelakaan Panas Bumi

kategori cedera ringan
kategori cedera ringan, adalah cedera akibat Kecelakaan Panas Bumi yang
menyebabkan Pegawai tidak mampu melakukan tugas semula selama lebih dari 1
(satu) hari dan kurang dari 3 (tiga) minggu termasuk hari minggu dan hari libur
kategori cedera berat
Cedera akibat kecelakaan panas bumi yang menyebeabkam Pegawai:
a. tidak mampu melaksanakan tugas semula selama lebih dari 3 (tiga) minggu
termasuk hari minggu dan hari libur;

b. cacat tetap (invalid); dan/atau
c. mengalami:

1) keretakan tulang;

2) pendarahan di dalam rongga tubuh;

3) pingsan disebabkan kekurangan oksigen;

4) luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat mengakibatkan

ketidakmampuan tetap; dan/atau

5) persendian yang lepas dimana sebelumnya tidak pernah terjadi
kategori meninggal dunia
cedera akibat kecelakaan panas bumi yang mengakibatkan pekerja meninggal
akibat kecelakaan tersebut

« Laporan * Investigasi
: Panas Bumi
Pertolongan pemberita- )
Pertama huan awal ‘ 'PI\:’erenan
e Laporan d§Siomen-

Penanganan dan Perbaikan Terjadinya Kejadian Berbahaya dan/atau Kecelakaan:

N =

Novaw

© o

1.

pemberian pertolongan pertama kepada korban

penyampaian laporan pemberitahuan awal terjadinya Kejadian Berbahaya
dan/atau Kecelakaan di WPSPE atau Wilayah Kerja kepada Kepala Inspektur
pengamanan TKP Panas Bumi dan barang bukti

pengumpulan dan pencatatan data, informasi, dan/atau dokumentasi
pengamanan saksi langsung dan saksi tidak langsung

investigasi internal

penyampaian laporan hasil investigasi terjadinya Kejadian Berbahaya dan/atau
Kecelakaan di WPSPE atau Wilayah Kerja kepada Kepala Inspektur
pemberian dukungan dalam Investigasi Panas Bumi

pemberian sanksi

. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait jika diperlukan

pencatatan peristiwa terjadinya Kejadian Berbahaya dan/atau Kecelakaan di
WPSPE atau Wilayah Kerja




PENERAPAN K3 DAN KETEKNIKAN PANAS BUMI

Survei Pendahuluan
(Lampiran VIII)

Konstruksi
(Lampiran IX)

Pengeboran Sumur Panas Bumi
(Lampiran X & Lampiran XI)

Uji Alir Fluida Sumur Panas Bumi
(Lampiran Xl dan Lampiran XIII)

Operasi Produksi Panas Bumi
(Lampiran XIV)




PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN
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BABV
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pasal 69 ayat (1):

Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB wajib
melakukan Pengendalian Pencemaran dan /
atau Kerusakan Lingkungan

Pasal 77:

Pelaksana PSPE atau Pemegang IPB wajib
melengkapi, menyediakan, dan menyampaikan
data dan informasi Panas Bumi terkait
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan...

=7 Pengelolaan
—v| RUANG LINGKUP :|—»
Pemantauan

* sumber Dampak (sesuai rencana kegiatan panas bumi)
* komponen Lingkungan terdampak/ potensial terdampak
(hasil prakiraan & analisis Dampak)

A
Pelaporan

Laporan rencana kerja Lingkungan:

* rencana pencegahan, penanggulangan,

Kondisi & gejala tidak normal:

- Pengisolasian & penghentian
sumber pencemar

Pencemaran lingkungan
Kerusakaan lingkungan
Bencana geologi

- Pemberian informasi peringatan
- Investigasi
- Pelaporan

Over utilisasi/eksploitasi

Mempertahankan/mengembalikan

Isu sosial

kondisi keberlangsungan reservoir &

| Potensi dampak negatif
penting

PEMULIHAN FUNGSI

LINGKUNGAN

Pembersihan unsur pencemar,

- Pemantauan intensif
- tindak lanjut sesuai kebutuhan

1

' | sumur panas bumi

1

1

1

N - Pendekatan masyarakat

\ - Koordinasi dgn instansi terkait

1

1

1

1

1

1

1

PASCA KEGIATAN
PANAS BUMI |

lagi digunakan

* WPSPE sebelum berakhirnya penugasan

* Wilayah Kerja yang izinnya akan berakhir

* seluruh atau sebagian Wilayah Kerja yang akan dikembalikan

* lokasi kegiatan panas bumi bagian dari Wilayah Kerja yang tidak

P
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* Kebijakan & komitmen ¢ Komite K3LL & Divisi Perencanaan, * Konsultasi publik
Lingkungan Lingkungan pemilihan, dan * Rapat kerja lingkungan
* Rencana kegiatan * Sistem Manajemen Lingk. penggunaan * Kampanye lingkungan
panas bumi * Rencana kerja lingkungan | | teknologiramah * Capacity building
* Prosedur [ SOP * Rencana anggaran lingkungan, * Sosialisasi
* Data rona awal lingkungan efektif, efisien dan * Terlibat komunitas masyarakat
* Prakiraan & analisis ~ * Persetujuan lingkungan & | | andal dalam * Pengembangan &
dampak dokumen lingkungan Kegiatan Panas pemberdayaan masyarakat
Bumi * Forum bersama

EDUKATIF, PERSUASIF,
DAN PARTISIPATIF

pemulihan fungsi lingkungan, pasca
kegiatan panas bumi

* disertai rencana anggaran lingkungan

* perubahan/penyesuaian pengelolaan &
pemantauan lingkungan

disampaikan bersama rencana
kegiatan panas bumi: 1thn & >1thn

Laporan Lingkungan:

* pelaksanaan pengelolaan &
pemantauan lingkungan

* penggunaan B3, pengelolaan limbah
B3 dan non B3

* neraca fluida panas bumi terproduksi &
reinjeksi

: * bukaan lahan

* penggunaan air permukaan & air tanah

* inventarisasi emisi GRK

* mitigasi geohazard

* konservasi sumber daya panas bumi

* social engagement

dilaporkan setiap 6 bulan

Laporan isu Lingkungan:

* kondisi & gejala tidak normal

* Informasi peringatan kepada
masyarakat terdampak

* Penanggulangan & pemulihan fungsi
lingkungan

Laporan pelaksanaan Pasca Kegiatan
Panas Bumi:

* sesuai rencana pelaksanaan pasca
kegiatan panas bumi




PENCEGAHAN

0 o Rencana
%J' Kegiatan
/TN Panas Bumi

Jangka pendek : 1 tahun
Jangka panjang: >1 tahun

Prakiraan dan
Analisis Dampak

Studi, penelitian,
penelaahan, atau
analisis terkait
dampak positif &
negatif (penting atau
tidak penting)
terhadap komponen
Lingkungan

Sumber Dampak
berasal dari kegiatan:

a.

o

S~ an

Komponen Lingkungan Terdampak
atau yang diperkirakan akan terdampak:

a.
b.

Pemenuhan persyaratan perizinan
Penyelidikan geologi, geofisika,
geokimia

Pengadaan lahan

Pendekatan sosial

Mobilisasi demobilisasi
Pematangan lahan: jalan akses,
tapak sumur, jalur pipa, tapak
pembangkit, tapak menara
transimisi & gardu induk, saranan
prasaranan pendukung
Konstruksi sumur: pengeboran,
workover, well intervention, uji alir

Cuaca, kualitas udara, kebisingan
Hidrogeologi: kualitas & kuantitas
air permukaan & air tanah
Fisiografi & geologi: potensi
geohazard (longsoran, amblesan,
kegempaan, banjir bandang,
gunung api, letusan hidrotermal/
freatik/ freatomagmatik),
perubahan sumber daya panas
bumi

-

d.

Q@ ™o

Konstruksi sipil & konstruksi

mekanik listrik: FCRS, pembangkit,

transmisi & gardu induk, sarana
prasaranan pendukung

Operasi & pemeliharaan FCRS
Operasi & pemeliharaan
pembangkit

Operasi & pemeliharaan transmisi
Pengembangan & pemberdayaan
masyarakat

. Pengamanan & decommissioning

penggunaan B3, limbah
terproduksi (B3 atau non B3)

Ruang, lahan, dan tanah:
perubahan fungsi kawasan lindung,
tata guna lahan, bentang lahan,
daya dukung & daya tamping
lingkungan, erosi, getaran, lalu
lintas, kualitas/fungsi jalan

Biologi: flora, fauna, biota air
Peralatan & instalasi panas bumi
Sosial ekonomi, sosial budaya, dan
kesehatan masyarakat

PENGELOLAAN

key highlights pengelolaan & pemantauan :

Mitigasi bencana geologi (geohazard mitigation)
* Modifikasi kondisi alami

* Penguatan konstruksi

* Perawatan

* Capacity building

* Monitoring: time based & risk based

Konservasi sumber daya panas bumi
(pada kegiatan Eksploitasi & Pemanfaatan)

* Pengelolaan sistem panas

telaah &
bumi secara terencana rekomendasi
* Pemantauan reservoir & tim ahli
sumur panas bumi
Pelaksanaan keterikatan sosial
social en
Laporan ke ( ERESIEID)
Kepala * Social mapping
Inspektur * Social engineering & social risk management
(setiap 6 bin) * Mekanisme penyampaian [ penyelesaian
pengaduan masyarakat
Evaluasi
* Lokasi pantau yang
mewakili Kondisi &
PEMANTAUAN * Metode & peralatan gejala tidak
sesuai ketentuan & normal
standar
* Uji samp'el d! lab Analisis
terakreditasi penyebab

* Sampling oleh
pegawai

berkompetensi

Penanggulangan &
Pemulihan



PENANGGULANGAN & PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN

Analisis PENANGGULANGAN PEMULIHAN
penyebab
Kondisi & Gejala Koordinasi dgn instansi terkait sesuai kewenangannya
Tidak normal tidak dilaporkan kpd Kepala Inspektur maks. 7 hari setelah diketahui kondisi/gejala yang terjadi * Pembersihan unsur pencemar
* Remediasi N
S K Akibat kegiatan > : * Rehabilitasi ﬂ:::
panas bumi? ; ; . Informasi — * Restorasi J
) Pengisolasian & penghentian peringatan kepada Investigasi i
< sumber pencemar : J
s masyarakat oleh KTPB sebagai
fo? ya * ldentifikasi pencemar & kondisi kepala tim tanggap dilaporka'n kepada Kep_ala Inspektur ‘
0, lingkungan tercemar, penetapan darurat maks. 72 jam setelah dilakukan pemulihan
% daerah berb.ahaya Pelaporan :
\ | * Isolasilokasi atau sumber
pencemar | kerusakan / bencana  hasil investigasi kepada Kepala Inspektur:
' * Isolasi [ evakuasi personil, * Deskripsi kejadian dilakukan oleh ya
a. Pencemaran Llngkungan peralatan, instalasi, material ® KronOlOgIS Pelaksana PSPE/
b. Kerusakan Lingkungan « Alat penanggulangan * Sumber dampak Pemegang IPB ?
Bencana geologi * Pengehentian kegiatan terkait * Komponen lingkungan terdampak
* Tindakan tertentu sesuai * Tindakan penanggulangan
perkembangan teknologi * Peta lokasi kejadian & data dukung tidak

d. Over utilisasi f over kejadian dilaporkan kepada Kepala Inspektur maks. dalam 24 jam

eksploitasi sumber daya
dapat ditunjuk pihak

panas bumi Mempertahankan / mengembalikan kondisi reservoir sustainability & sumur panas bumi ketiga oleh Menteri

berdasarkan telaahan / evaluasi & rekomendasi tim ahli
| o (biaya penanggulangan &
€. Isusosia dilaporkan bersamaan rencana Kegiatan Panas Bumi jangka pendek (1 thn kegiatan) pemulihan ditanggung pelaksana
PSPE / Pemegang IPB)

f. Kondisi & gejala Penanggulangan secara proaktif, selektif, komunikatif, dan kolaboratif dengan
berpotensi dampak masyarakat terdampak melalui koordinasi
P P dengan instansi terkait Kejadian dilaporkan maks. dalam 24 jam

negatif penting
Pemantauan intensif dan tindak lanjut sesuai kebutuhan agar tidak menjadi dampak

negatif penting dilaporkan maks. 72 jam setelah diketahui kondisi/gejala yang terjadi



PELAKSANAAN PASCA KEGIATAN PANAS BUMI

Rencana:

a.

Pengamanan benda,
bangunan, dan keadaan tanah
sekitar

Pemindahan benda,
bangunan, peralatan
Penyerahan asset hasil
kegiatan panas bumi
Pernyataan cadangan panas
bumi

Pernyataan kelayakan teknis,
ekonomis, dan lingkungan
Reklamasi

Penanganan pelestarian
fungsi lingkungan

Penanganan sosial masyarakat
pada masa transisi

Biaya dan fasilitas pelaksanaan

=

Rencana Pelaksanaan
g Pasca Kegiatan Panas Bumi

WPSPE sebelum berakhirnya
penugasan

Menteri melalui Dirjen

Wilayah Kerja yang izinnya
akan berakhir

Seluruh atau sebagian Wilayah
Kerja yang akan dikembalikan

Lokasi kegiatan panas bumi
bagian dari Wilayah Kerja
yang tidak lagi digunakan
untuk Kegiatan Panas Bumi*

\ 4

Klarifikasi,

verifikasi,
evaluasi,
validasi

Penetapan batas waktu
tanggung jawab pelaksanaan
pasca kegiatan panas bumi

Persetujuan terselesaikan

Pelaksanaan Pasca
Kegiatan Panas Bumi

Laporan

¢ PSPE berakhir
¢ |PB berakhir

tanggung jawab pelaksanaan |«
pasca kegiatan panas bumi

*hanya rencana poin a,b,f, dan |

disampaikan bersamaan dengan rencana kegiatan panas bumi

Kepala Inspektur

ya
* Seluruh/
sebagian
Wilayah Kerja
dikembalikan

* Lokasi kegiatan
panas bumi

yang tidak lagi
digunakan

A

v

dilakukan oleh
Pelaksana PSPE /
Pemegang IPB?

tidak

dapat ditunjuk pihak
ketiga oleh Menteri

(biaya pélaksanaan
ditanggung Pelaksana
PSPE / Pemegang IPB)

\ 4
Daftar Hitam



Konstruksi Panas Bumi
Perusahaan Jasa
Penunjang Panas Bumi

PENYELENGGARAAN USAHA

% & Bidang Usaha Jasa

PENUNJANG PANAS BUMI 3=y S erucahaan Usaha Bidang Usaha Jasa
. . Non-Konstruksi Panas
Penunjang Panas Bumi ' Bumi
L Perusahaan Industri
e \ Meliputi: Penunjang Panas Bumi
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. koperasi;
MENTER| ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL d. badan usaha swasta; atau
REPUBLIK INDONESIA e. badan Iayanan umum
EEEATURAN TR SHIEAE DA SUMBIE DAVA MNERAL Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi adalah Perusahaan Jasa Penunjang Panas Bumi atau Perusahaan Industri Penunjang
ESENES IO prertisslizen yeir bl dalem bl Use b Panas Bumi yang telah terdaftar di Kementerian, wajib:
SERNTVE SUI WS AU 2 FEDES BV a. memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
KESELAMATAN DAN AL\LlIllxx- :;R JA, PERLINDUNGAN DAN dan memenUhI Standar yang berlaku dl bldang K3 dan KEteknlkan
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN KAIDAH TEKNIS Perusahaan Jasa Penunjang Panas Bumi dan Perusahaan Panas Bumi;
\ PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG / Industri Penunjang Panas Bumi wajib terdaftar di b. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan memenuhi
Kementerian ESDM standar yang berlaku di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
_ . Lingkungan Hidup;
T Usi';i‘:ENUNJANG s Perusahaan Jasa Penunjang Panas Bumi melaksanakan c. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, sgrta
| ) Usaha Penunjang Panas Bumi) sesuai dengan klasifikasi kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara
dan kualifikasi usaha jasa Panas Bumi yang dimiliki. transparan dan bersaing;
Kualifikasi adalah Nilai Kekayaan bersih yang dimiliki oleh d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia; dan
Usaha Penunjang Panas Bumi e. menyampaikan laporan kegiatan Usaha Penunjang Panas Bumi secara
- Kualifikasi Besar Kekayaan bersih = Rp1oMilyar berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
setelah dikurangi hutang (tidak termasuk tanah dan
bangunan);

- Kekayaan bersih > RpsooJuta s.d RptoMilyar setelah
dikurangi hutang (tidak termasuk tanah dan
bangunan)

- Kekayaan bersih 50Juta s.d Rp500Juta setelah
dikurangi hutang (tidak termasuk tanah dan
bangunan)



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A
S

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN KAIDAH TEKNIS
PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
\_ /

( A
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5.
6.

2 oY e

Mengangkat
Menteri Inspektur e Inspektur
melalui DAk LCRELE e Pelaksana
DIri dipimpin oleh Inspektur | ksi
ren Kepala NSpexsi
Inspektur

Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap:

e penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi
oleh pelaksana PSPE atau pemegang IPB

¢ Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan pada pelaksanaan
Kegiatan Panas Bumi oleh pelaksana PSPE
atau pemegang IPB

¢ penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas
Bumi oleh Perusahaan Usaha Penunjang
Panas Bumi

a.penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi oleh pelaksana PSPE atau pemegang IPB;
b. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan pada pelaksanaan Kegiatan Panas Bumi oleh pelaksana PSPE

atau pemegang IPB; dan

c. penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi oleh Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi.

U KEWENANGAN KEPALA INSPEKTUR

merumuskan dan/atau menetapkan rumusan kebijakan,
pengaturan, pengurusan, pengelolaan, pembinaan dan
pengawasan;

melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi peraturan, standar,
manual, tata cara, prosedur, petunjuk teknis, dan/atau petunjuk
pelaksanaan;

menegakkan ketentuan peraturan, standar, manual, tata cara,
prosedur, petunjuk teknis, dan/atau petunjuk pelaksanaan;
melakukan klarifikasi, verifikasi, evaluasi, validasi, supervisi, audit,
inspeksi, investigasi, dan/atau intervensi;

mengangkat atau memberhentikan KTPB;

menetapkan keterangan terdaftar Perusahaan Usaha Penunjang
Panas Bumij

memberikan fasilitasi dan menerima konsultasi;

memberikan rekomendasi;

memasuki WPSPE atau Wilayah Kerja setiap saat;

. melakukan inspeksi;
. melakukan audit;

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

melakukan pemeriksaan Keselamatan Kerja;

melakukan koordinasi, evaluasi, dan/atau supervisi uji kompetensi
kerja bidang Panas Bumi;

melakukan Investigasi Panas Bumi;

mengusulkan untuk dilakukannya penyidikan;

menyusun dan mempublikasi statistik terkait Kecelakaan, Kejadian
Berbahaya, dan/atau Lingkungan;

memberikan penghargaan kinerja penerapan K3 dan Keteknikan
Panas Bumi dan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan;

memberikan sanksi administratif kepada pelaksana PSPE atau
pemegang IPB yang melakukan pelanggaran penerapan K3 dan
Keteknikan Panas Bumi dan/atau Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan; dan

menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh pelaksanaan
Kegiatan Panas Bumi dalam hal dinilai dapat membahayakan
keselamatan personil, keselamatan umum, keselamatan instalasi
dan peralatan, dan/atau keselamatan Lingkungan.



ALUR PROSES PERMOHONAN KETERANGAN TERDAFTAR
PERUSAHAAN USAHA PENUNJANG PANAS BUMI

Sebelumnya

0o
- =
Pemrosesan SKT Panas Bumi

(Paling Lama 14 hari kerja setelah
dokumen dinyatakan lengkap)

Verifikasi I]nkuen

Mengajukan permohonan SKT
permohonan

Panas Bumi ke Kantor EBTKE

Penerbitan SKT Panas Bumi

SKT Yang sudah terbit, diambil di
kantor EBTKE

Evauasi Dokumen
permohonan ¥)

Perusahaan melakuk
permohaonan registrasi usaha
penunjang panas bumi disertai
upload dokumen secara online

Permen ESDM No. 33/2021

Perusahaan akan mendapat
notifikasi status permohaonan

Jika dokumen dan persyaratan lengkap, maka
perusahaan akan terdaftar dalam Registrasi
Usaha Penunjang Panas Bumi dan dapat
mencetak data perusahaan dalam bentuk pdf

=
[ ]

*) Apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan



ALUR PROSES PENILAIAN KINERJA PENERAPAN K3 & KETEKNIKAN PANAS BUMI
SERTA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN

perencanaan

Perumusan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian
IEE

Perumusan Tim Penilaian
Kinerja

pelaksanaan

Tim Penilai
Penjelasan tata cara penilaian

Peserta
1) Penyampaian Formulir
Administrasi Penilaian beserta
data/dokumen pendukung
2) Permintaan klarifikasi dan
verifikasi terhadap isian formulir
dan data dukung

Tim Penilai
1) Penilaian Administratif
2) Penilaian Lapangan

Perhitungan Nilai Total

Pemeringkatan
&Penentuan Jenis
Penghargaan

Pemberian Penghargaan
Soebroto
oleh Menteri ESDM
A
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